BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perceraian di
Desa Lumban Pasir masih berlangsung dalam dua bentuk, yaitu perceraian
yang tercatat di Pengadilan Agama dan perceraian yang tidak tercatat
(dilakukan di luar pengadilan). Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025
ditemukan empat kasus perceraian; dua di antaranya tercatat secara resmi di
Pengadilan Agama, sedangkan dua lainnya hanya dilakukan secara adat dan
keluarga tanpa melalui prosedur hukum negara. Faktor penyebab perceraian
di wilayah penelitian cukup beragam, antara lain campur tangan orang
ketiga (mertua atau perselingkuhan), faktor ekonomi yang tidak stabil, serta
ketidakharmonisan rumah tangga akibat istri lebih mementingkan pekerjaan
daripada keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perceraian
tidak hanya dipicu oleh satu penyebab tunggal, tetapi merupakan akumulasi
dari berbagai permasalahan rumah tangga yang saling berkaitan. Pada
perceraian yang tidak tercatat di pengadilan, masyarakat masih menjadikan
musyawarah keluarga (hatobangon) dan tokoh adat maupun tokoh agama
sebagai media penyelesaian. Perceraian dianggap sah secara adat apabila
suami telah mengucapkan talak di depan keluarga besar, meskipun secara
hukum negara hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini
menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya lokal dan adat istiadat dalam
praktik perceraian di Desa Lumban Pasir. Namun, perceraian semacam ini
tidak sah secara hukum negara karena tidak melalui proses dan putusan
Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Sementara itu, pada perceraian yang tercatat di Pengadilan
Agama, seluruh prosedur hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, mulai dari pengajuan perkara, proses
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mediasi, pemeriksaan persidangan, hingga putusan dan penerbitan akta
cerai. Perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama ini dianggap
sah secara hukum dan sah secara negara, karena telah diputuskan oleh
lembaga resmi yang berwenang dan diakui secara administratif oleh negara.
Dengan adanya putusan dan akta cerai, kedua belah pihak memperoleh
kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak anak, hak nafkah, harta
bersama, dan status administrasi keluarga. Dengan demikian, bahwa
Perceraian di luar pengadilan hanya sah secara agama dan adat, tetapi tidak
sah secara hukum negara, karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak
tercatat secara resmi. Perceraian melalui Pengadilan Agama adalah
perceraian yang sah karena telah melalui proses hukum yang diatur,
diputuskan oleh hakim, dan diakui oleh negara melalui akta cerai resmi,
untuk mewujudkan kepastian hukum serta melindungi hak anak dan
perempuan.

Dampak hukum perceraian terhadap anak cukup signifikan, baik pada kasus
perceraian resmi maupun tidak resmi. Anak sering mengalami kesulitan
terkait hak nafkah, biaya pendidikan, bahkan hak untuk bertemu salah satu
orang tua. Pada perceraian di luar pengadilan, dampak ini lebih terasa
karena tidak adanya keputusan hukum yang mengatur secara jelas hak dan
kewajiban hak asuh anak jatuh kepada ibu karena pertimbangan usia anak
yang masih kecil dan membutuhkan perhatian khusus, sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun,
meskipun secara hukum ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, pada
praktiknya kewajiban tersebut sering tidak terpenuhi secara optimal, baik
dari segi jumlah maupun keteraturan pemberian. Hal ini menyebabkan
beban ekonomi lebih banyak ditanggung oleh pihak ibu. Selain itu, terdapat
pula pembatasan akses pertemuan antara anak dengan salah satu orang tua,
terutama ayah, dengan alasan kekhawatiran anak dibawa pergi, yang pada
akhirnya dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis
anak. Perceraian juga berdampak pada hilangnya keutuhan pengasuhan dan

bimbingan dari kedua orang tua secara



bersamaan, yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman,
dan kestabilan mentalnya. Secara keseluruhan, perceraian tidak hanya
memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga
membawa konsekuensi hukum dan sosial yang harus dihadapi oleh anak
sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, pemahaman dan
kesadaran orang tua mengenai kewajiban pasca perceraian menjadi sangat

penting demi kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Tambangan Agar lebih aktif melakukan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum keluarga dalam
Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian,
termasuk kewajiban nafkah dan pengaturan hak asuh anak, sehingga hak-
hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

2. Untuk Orang Tua yang Bercerai Disarankan agar tetap menjaga komunikasi
yang baik demi kepentingan anak, serta memahami dan melaksanakan
kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan
hukum positif, agar anak tidak mengalami kerugian baik secara materi
maupun psikologis.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya Diharapkan adanya penelitian yang lebih
mendalam mengenai faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak
pasca perceraian, serta solusi yang dapat diterapkan dalam konteks sosial
dan budaya setempat, sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan yang

lebih komprehensif bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.
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